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REPUBLIK INDONESIA 
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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM.188 TAHUN 2015 

TENTANG  

STATUTA AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang :    a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan 

dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di 

lingkungan Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun, 

perlu membentuk Statuta Akademi Perkeretaapian 

Indonesia Madiun; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang 

Statuta Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

Dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4586); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 65); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4496); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

5048); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang 

Lalu lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

5086); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang 

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5007); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang 

Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


  2015, No.1817 -3- 

(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5310); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 

13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang 

Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi 

Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699); 

15. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2015 Nomor 75); 

16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk 

Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di 

Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain 

di Luar Negeri; 

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 

2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009; 

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman 

Organisasi Unit Pelaksanan Teknis Kementerian dan 

Pusat Pemerintah Non Kementerian; 

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 

Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
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Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang 

Diselenggarakan oleh Pemerintah; 

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 

2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1113); 

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan 

Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 151); 

23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

253); 

24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi 

Perkeretaapian Indonesia Madiun (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1144); 

25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 769); 

26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan 

Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670); 

27. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan 

dalamLembaranNegaraRepublikIndonesia, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita 
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NegaraRepublik Indonesia, dan Tambahan Berita 

Negara RepublikIndonesia. 

 

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK 

INDONESIA TENTANG STATUTA AKADEMI PERKERETAAPIAN 

INDONESIA MADIUN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan : 

1. Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun yang 

selanjutnya disebut API Madiun adalah perguruan tinggi 

yang menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis 

kompetensi bidang perkeretaapian. 

2. Statuta API Madiun adalah peraturan dasar pengelolaan 

API Madiun sebagai landasan penyusunan peraturan dan 

prosedur operasional di API Madiun. 

3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah 

pendidikan menengah yang mencakup program diploma, 

program sarjana, program magister, program doktor dan 

program profesi serta program spesialis, yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan 

kebudayaan bangsa Indonesia. 

4. Pendidikan vokasi adalah Pendidikan Tinggi yang 

menyiapkan peserta didik API Madiun untuk pekerjaan 

dengan keahlian terapan di bidang perkeretaapian. 

5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan 

tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, 

melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

6. Dosen tetap adalah dosen yang mempunyai jabatan 

fungsional dosen yang berstatus sebagai Pegawai Negeri 

Sipil API Madiun yang bekerja penuh waktu. 
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